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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah
pengundangan dan penyebarluasan yang memerlukan penanganan secara
terarah, terpadu, terencana, efektif dan efesien serta akuntabel. Pengundangan
adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita
Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Maksudnya agar setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-
undangan, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan
yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan
Berita Negara Republik Indonesia'Pengundangan yang dilakukan dengan

baik diperlukan untuk memenuhi prinsip negara berdasarkan asas hukum.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Direktur
Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dalam tugas pokok dan
fungsinya dilaksanakan oleh Direktorat Publikasi, Kerja Sama dan
Pengundangan  Peraturan  Perundang-undangan yang  membawahi

Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

'Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perturan Perundang-undangan,
Pasal 1



Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk
lembaran lepas yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk
disampaikan kepada:

1. Kementrian/Lembaga yang memprakarsai atau menetapkan peraturan
perundang-undangan tersebut; dan
2. Masyarakat yang membutuhkan.

Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk
himpunan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk
disampaikan kepada Lembaran Negara, Kementrian/Lembaga PemerintahNon
Departemen, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
pihak terkait.?

Salah satu tugas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Riau
adalah melakukan pembinaan, pembimbingan dan koordinasi serta kerjasama
dibidang penyuluhan hukum, evaluasi dan pemantauan, pemberian
bantuanhukum dan konsultasi hukum. Penyuluhan Hukum adalah salah satu
kegiatanpenyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum
dan peraturanperundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan
mengembangkankesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya
hukum dalam bentuk tertibdan taat atau patuh terhadap norma hukum dan

peraturan perundang-undanganyang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-
Hu.03.02 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan



Tujuan penyuluhan hukum adalah dalam rangka mengembangkan budaya

hukum di semua lapisan masyarakat agardapat tercipta kesadaran dan

kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukumdi Negara Kesatuan

Republik IndonesiaAgar pelaksanaan penyuluhan hukum secara nasional

dapat berjalan secaratertib, terarah, dan terpadu, perlu didasarkan pada Pola

Penyuluhan Hukumsehingga dikeluarkanlah Peraturan Menteri Hukum dan

HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan

Hukum. Pelaksanaan penyuluhanhukum dilaksanakan oleh Subbidang

Penyuluhan dan Bantuan Hukum ,Materi penyuluhanhukum dapat berbentuk:

1. Naskah untuk ceramah, diskusi, Smulas, pentas panggung,
dialoginteraktif dan wawancara radio.

2. Skenario untuk sandiwara, sinetron, fragmen dan film.

3. Kaimat dan desain grafis untuk spanduk, poster, brosur, leaflet,
filler,tellop, running text, booklet dan billboard.

4. Artikel untuk surat kabar dan majalah.

5. Permasalahan hukum yang secara spontan timbul dalam kegiatan
TemuSadar Hukum atau Lomba Kadarkum.

Penyuluhan hukum dilakukan dengan 2 (cara) yaitu :

1. Secara langsung, yaitu dimana penyuluh bertatap muka langsung
denganyang disuluh.

2. Secara tidak langsung, vyaitu penyuluhan dilakukan dengan

medi aelektronik atau media cetak.>

% Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-
Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum



Setelah melaui proses yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya
Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Rakyat
Miskin disahkan juga akan tetapi banyak masyarakat yang tidak tahu tentang
undang-undang itu dan ha itu disebabkan lemahnya proses sosiaisas
Pemerintah kepada masyarakat tentang Peraturan perundang-undangan yang
baru.

Didalam beberapa kasus baik itu tindak pidana maupun perdata banyak
warga yang terutama tergolong miskin sering merasa bingung ketika akan
mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwgjib. Sementara dirinya
adalah korban dari sebuah kasus yang terjadi.Kebingungan tersebut bukan
hanya persoalan bagaimana mekanisme pengaduannya, tapi juga bagaimana
dirinya mendapatkan pendampingan untuk perlindungan bagi dirinya dan
keluarganya.

Karena ketika terjadi sebuah kasus, kejiwaan seseorang berada didalam
keresahan berbeda ketika orang tersebut menjaani kehidupannya secara
normal. Kebingungan tentang hukum tentu menjadi persoalan tersendiri bagi
warga miskin yang kurang memiliki pengetahuan terkait Hukum dan proses
mekanisme pengaduannya. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi
pemerintah untuk terus mensosialisasikan segala kebijakan yang berlaku
dinegeri ini bagi warga miskin.

Pada kenyataannya Pemerintah memang telah banyak membuat
kebijakan berupa undang-undang yang mengatur tentang persoalan kehidupan

warga masyarakat. Kalau ditanya kepada pemerintah untuk apa Undang-



undang tersebut dibuat, Tentunya akan ada jawaban undang-undang tersebut
dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang lebih baik.Contohnya
sekarang ini pemerintah telah membuat Undang-Undang No 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum bagi warga Miskin.Sebagaimana yang dimaksud
didalam pasal 5 bahwa bantuan Hukum tersebut diberikan meliputi setiap
orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi dasar secara
layak dan mandiri.*

Bantuan Hukum tersebut dapat untuk pendampingan diranah Hukum
(peradilan) ataupun diluar Hukum.Contoh untuk pemulihan psikologis
ataupun yang lainnya, meskipun undang-undang itu bertujuan baik tapi
sayangnya sosialisasi untuk undang-undang itu sendiri jarang dilakukan oleh
pemerintah.Tidak heran jika banyak warga yang tidak tahu karena tidak tahu,
masyarakat sering menjadi korban oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh
oknum pemerintah.

Keberhasilan pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan salah satunya sangat ditentukan oleh sosialisasi, dan apabila
terdapat sebagian masyarakat yang tidak tahu akan peraturan itu, maka ini
merupakan indikasi kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh yang
berwenang.

Secara prinsip dalam ilmu hukum, tidak dapat dibenarkan seseorang
“tidak tahu” apabila diterapkannya sebuah ketentuan hukum. Dengan

berlakunya ketentuan sebuah peraturan perundang-undangan, maka setiap

* Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 5



warga negara harus “dianggap tahu” sehingga tidak dapat mengelak untuk
diterapkan suatu perundang-undangan dengan alasan “tidak tahu”. Asas ini
kemudian dikenal dengan istilah Asas Fictie HukumArtinya Asas berlakunya
hukum yang menganggap setiap orang mengetahui adanya sesuatu Undang-
Undang Sehingga tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari undang-
undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut.

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di
Negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang
terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana unsur hukum yang satu dengan yang
lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.
Oleh karenanya membicarakan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum
yang berlaku di Indonesiatidak dapat dipisahkan dari yang lain.”

Maka dari itu sosidisasi dan penyebarluasan mutlak perlu dilakukan
karena undang-undang hanya dirumuskan oleh sejumlah tokoh yangmewakili
230 juta rakyat Indonesia. Betapapun media massa terlibat aktifdalam
membantu memasyarakatkan proses pembahasan rancangan undang undang
dasar, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yangterkandung dalam
perumusan undang-undang dasar sangat minim dikalangan para
penyelenggaraan sendiri, dan apalagi di kalanganmasyarakat luas. Konstitusi
sebagal hukum tertinggi dalampenyel enggaraan kekuasaan negara tidak cukup
hanya dituliskan sebagainaskah Undang-Undang Dasar, tetapi juga

perludipahami dan dimengerti dengan persepsi yang sama sebagai hukum

® llhmi Bisri, Sistem Hukum Indonesia, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2004, h.39



tertinggi (cognitively comprehended) dan bahkan harus pula tercermindalam
perilaku politik yang hidup dalam kegiatan bernegara sehari-hari. Karena itu,
upaya pendidikan dan sosialisasi yangterus menerus sangat penting untuk
dilakukan, bukan sgja melaluipendidikan dan sosialisasi secara formal dan
terstruktur tetapi jugamelalui berbagal kasus dan peristiwa serta pengalaman-
pengalamanpraktik yang menyadarkan orang tentang arti dan makna serta
kandungannilai yang terdapat Perundang-undangan Negara Republik
Indonesia.’

Daam dunia hukum soal info dan tahu akan produk hukum merupakan
hal utama baik dalam kegunaan kajian akademis maupun dalam kegunaan
praktek. Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum menjadi titik tolak dari
semua aktivitas negara dan masyarakat atau acuan bagi yang memerintah dan
yang diperintah.’

Oleh sebab itu maka setiap orang harus tahu hukum (undang-undang),
bahkan dalam disetiap kali undang-undang diterbitkan dicantumkan bahwa
setigp orang dianggap mengetahuinya. Jadi ketika seseorang melanggar
hukum, maka ia tidak dapat mendalilkan bahwa dirinya tidak tahu kalau ada
peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu perbuatan yang dimintai
pertanggungjawaban hukum kepadanya.

Agar setiap orang tahu akan setigp peraturan perundang-undangan

bukanlah perkara mudah, apalagi pada negara yang jumlah penduduknya

h.28

Cet.

® Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, (Y ogyakarta : Kreasi Total Media, 2007),

" Moh Kusnardi & Bintan R saragih, Imu Negara, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1993),
Ke-6, h.91



besar, wilayahnya luas, tingkat pendidikan masyarakatnya beragam, dan
budaya dan kesadaran hukum belum tumbuh dengan baik, maka kemungkinan
banyak orang tidak tahu hukum atau tidak tahu akan suatu ketentuan hukum
(perundang-undangan) suatu hal yang tidak terhindarkan. Namun seperti
yang sudah dikemukakan, ketidaktahuan akan hukum, bukanlah aasan yang
bisa membebaskan seseorang dari sebuah pertanggungjawaban hukum atas
suatu tindakan (perbuatan) yang dilakukannya.

Soal bagaimana menjadikan semua orang dalam suatu wilayah negara
tahu akan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku di negaranya
boleh jadi merupakan problem yang dihadapi banyak negara, terutama di
negara-negara berkembang dan terbelakang. Bahkan bagi negara yang belum
menjadikan hukum sebagai panglima dalam negaranya, dimana hukum masih
di nomor dua-kan, maka kemungkinan masyarakatnya belum sadar hukum
akan lebih besar jumlahnya. Tetapi persoalannya kemudian adalah bagaimana
mengupayakan setiap orang dalam suatu negara tahu dengan hukum yang
berlaku di negaranya adalah masalah penting yang sering terabaikan, belum
dikelola dengan optimal, sehingga bisa menjadi salah satu penyebab tingginya
perbuatan dan tindakan warga negara yang melanggar hukum. Keadaannya
akan makin parah, ketika di negara bersangkutan mempunya peraturan
perundang-undangan yang sangat banyak dan banyak jenis dan tingkatannya.
Belum lagi, jika terjadi pembuatan peraturan perundang-undangan yang
intensitasnya sangat tinggi, baik dalam arti perubahan, pergantian, pencabutan

maupun pembuatan undang-undang baru. Hal ini jelas makin membutuhkan



perhatian akan perlunya sosialisasi kepada publik (masyarakat) terkait dengan
produk-produk hukum bersangkutan.

Berdasarkan pasal 29 Peraturan Presiden No 01 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undanganPemerintah wajib menyebarluaskan peraturan Perundang-undangan
yang telah diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia dan
berita Negara Republik Indonesia.®

Dalam perspektif pembentukan kesadaran hukum masyarakat, maka
tentu diperlukan keseimbangan aktivitas. Biasanya soal produk hukum ramai
menjadi perbincangan publik atau mendapat respon dalam proses perancangan
dan pembahasan antara eksekutif dan legidatif. Tetapi manakala produk
hukum tersebut sudah diundangkan, masyarakat boleh jadi tidak tahu persis
apa yang diatur dalam sebuah produk hukum yang diterbitkan. Keadaannya
akan jauh dari ketahuan akan hukum, jika sudah menyangkut produk hukum
yang lebih teknis atau peraturan pelaksana dari sebuah peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Dari sekilas persoalan yang mengatakan setiap orang dianggap tahu
dengan hukum dan soa sosialisas produk peraturan perundang-undangan,
semestinya menjadi perhatian khusus bagi negara yang menyatakan dirinya
negara hukum. Dalam konteks ini, maka hukum tidaklah semata-mata
domain-nya penguasa, tetapi sekaligus bagian penting dari kebutuhan

masyarakat. Artinya dalam upaya membangun sebuah negara hukum yang

8 Peraturan Presiden No 10 tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 29
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baik di satu pihak, dan membangun kesadaran hukum masyarakat di lain
pihak, penggunaan rumusan ““dengan diundangkannya suatu produk hukum,
maka setiap orang dianggap mengetahuinya™, sudah seharusnya dibarengi
dengan berbaga upaya lain yang didukung dengan sarana dan prasarana, dan
bahkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga memudahkan
masyarakat mengetahui informasi dari produk hukum terbaru. Dalam konteks
ini, sosialisasi hukum dan penyebaran informasi produk hukum baru tentunya
harus berkembang dalam bentuknya yang lebih luas dan efektif.

Di Indonesia sendiri, soa sosidlisasi dan publikasi akan produk
peraturan perundang-undangan itu sudah diatur sedemikian rupa dalam
Peraturan Presiden No 01 Tahun 2007, masalah sekarang tinggal lagi sgjauh
mana pemerintah membangun upaya dan kegiatan sosialisasi dan publikasi
dari produk-produk hukum itu yang diundangkannya, sehingga rumusan
“setiap orang dianggap mengetahui” setelah sebuah produk hukum
diundangkan, maka akan terbentuknya kesadaran hukum masyarakat yang
tinggi dan kuat serta sekaligus menguatkan keberadaan negara sebagai negara
hukum.

Di daam media massa banyak sekali berita-berita yang memuat
tentang kejadian atau peristiwa sehari-hari. Namun apa yang terjadi adalah
mereka kurang bisa menangkap pemberitaan di media massa, ini biasa terjadi
dalam berita politik, ekonomi, hukum, sosial dan itu terjadi karena pendidikan

mereka yang rendah.’

*http://blog.its.ac.id/ede09mhsneitsaci d/2010/09/20/komuni kasi-efektif/diakses hari senin
tanggal 16 september 2013 jam 17.00 wib
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Sosidlisas adalah proses, keberhasilan sosialisas tidak dapat diukur
dalam waktu singkat. Misalnya setahun sosialisasi sudah dinyatakan berhasil.
Sosidlisas adalah proses terus menerus. Tentang Peraturan Perundang-
undangan. Apakah semua orang sudah mengerti apa itu Peraturan Perundang-
undangan. Masih banyak orang Indonesia belum tahu apa itu Peraturan
Perundang-undangan dan Indonesia memiliki wilayah yang luas.

Seharusnya Sosidlisas itu tidak hanya dilakukan melalui media
elektronik sgja melainkan melalui media cetak, selebaran, pamplet bahkan
perwakilandari pemerintah harus terjun langsung ke desa-desa untuk
menyebarluaskan dan mensosidisasikan Perundang-undangan yang baru
berlaku seperti Bunyi Perpres No 01 tahun 2007 Pasal 29 ayat 6 :

Penyebaraluasan peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 melalui :

1. Media cetak
2. Media Elektronik
3. Dan caralainnya.

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dengan cara lainnya adalah
sosialisasi berupa tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah,
workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers, dan lainnya

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka Penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian mendalam kedalam bentuk tulisan karya ilmiah skripsi

sebagail tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum, yang berjudul :
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“PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM
RIAU DALAM MENYEBARLUASKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 01
TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PENGUNDANGAN DAN

PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

B. Batasan Masalah
Agar Pendlitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang
dipersoalkan penulis membatas permasalahan penelitian ini pada kendala
Kanwil Kemenkumham Riau dalam melakukan penyebarluasan dan sosidisasi
peraturan perundang-undangan itu dan bagamana Solusi untuk mengatas
kendala tersebut dan penulis juga membatasi lokasi penelitian yang hanya

khusus dilakukan di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latarbelakang tulisan ini, maka makalah yang akan diteliti
dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagamanakah peran Kantor wilayah Kemenkumham Riau dalam
penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan?
2. Apa kendala yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan peran Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan HAM Riau dibidang pelayanan hukum

khususnya penyebarluasan dan sosialisasi peraturan Perundang-undangan?
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3. Bagaimana upaya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Riau
untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan

hukum kepada masyarakat secara optimal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :
1. Tujuan Pendlitian

a.  Untuk mengetahui peran Kantor wilayah Kemenkumham Riau dalam
penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

b. Untuk mengetahui kendala yang menjadikan hambatan dalam
pelaksanaan peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
Riau dibidang pelayanan hukum khususnya penyebarluasan peraturan
Perundang-undangan.

c. Untuk mengetahui upaya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
HAM Riau untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dapat
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal.

2. Manfaat pendlitian

a. Sebaga pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah
penulis dapatkan dari bangku perkuliahan

b. Untuk memberikan pikiran dalam mengembangkan ilmupengetahuan
pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

c. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data

sebagal bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk
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mencapal gelar sarjana dibidang ilmu hukum Fakultas Syariah dan
[Imu Hukum Universitas IsSlam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

d. Kagjian dalam pendlitian ini juga dapat digunakan untuk memberikan
kontribus pemikiran daam mengambil kebijaksanaan yang

berhubungan dengan peraturan Perundang-undangan.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk dalam
penggolongan yang dilakukan secara Penelitian Hukum Sosiol ogisdengan
cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data
primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui
wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam
penulisan penelitian ini, sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif.
2. Lokas Pendlitian
Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di
wilayah Pekanbarudan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
Riau, adapun alasan pendlitian ini dilakukan di Kementrian Hukum dan
HAM Kota Pekanbaru karena Kemenkumham itu sendiri mempunyai
peran dalam penyebarluasandan sosialisas sebuah produk perundang-
undangan.
3. Populas dan Sampel
Populas yang dimaksud adalah 1 Orang Kepaa Kanwil

Kemenkumham Riau, 1 Orang Kepala Biro Hukum Pemda dan 985.856



15

masyarakat Kota Pekanbaru yangada di 12 Kecamatan sedangkan sampel
adalah 1 Orang Pegawai Kemenkumham Riau, 1 Orang Biro Hukum
Pemda dan perwakilan dari 12 Kecamatan yaitu 10 orang/kecamatan,
metode ini disebut juga dengan Purposive Samplingyang berarti

pengambilan sampel secara senggja yang mana sampel ditentukan oleh

penuli sendiri.

NO KECAMATAN POPULASI SAMPEL
1 Tampan 163.754 10
2 Payung Sekaki 95.631 10
3 Bukit Raya 100.681 10
4 Marpoyan 143.712 10
5 Tenayan Raya 130.234 10
6 LimaPuluh Kota 51.687 10
7 Sall 26.978 10
8 Pekanbaru Kota 35.950 10
9 Sukajadi 57.949 10

10 Senapelan 44.813 10
11 Rumbai 62.064 10
12 Rumbai Pesisir 72.403 10

Jumlah Penduduk 985.856 120

Sumber : Dinas K ependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.™
4. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer
yang terdiri dari :
a DataPrimer
Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian
dilapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada instans terkait

atau lembaga terkait yang menjadi objek penelitian sehingga dapat

°Data Dinas K ependudukan dan Catatan Sipil
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diperoleh data secara langsung dari tempat yang menjadi Objek
penelitian.
b. Data Sekunder
Data yang menjadi sumber bahan penunjang penulisan skripsi
ini berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal
hukum dan website (Internet).
5. Metode Pengumpulan data
Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
dilakukan melalui prosedur pencarian data, studi kepustakaan, kemudian
melakukan identifikass bahan hukum menurut permasalahan yang
digiukan. Bahan hukum vyang ada tersebut untuk selanjutnya
diinventarisas dan sistematisasikan dengan baik dalam bab dan sub bab
sesuai dengan pokok bahasan
Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat pendlitian,
yaitu lapangan dan pustaka, maka dengan landasan tersebut pengumpulan
data dilakukan dengan cara:
a Observas
Penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk melihat
langsung mengenai masalah yang diteliti yaitu tentang pengetahuan
masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.
b. Wawancara
Suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang penulis
lakukan dengan Pihak Kanwil Kemenkumham Riau dan Kabag

Hukum dan Perundang-undangan K ota Pekanbaru.
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c. Angket

Penulisan membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan
memberikan jawaban alternatif untuk setigp pertanyaan kemudian
disebarkan kepada responden yaitu masyarakat Kota Pekanbaru yang
menjadi objek penelitian

d. Studi kepustakaan
Mengkaji  literatur-literatur  yang  berkaiatan  dengan
permasal ahan yang sedang diteliti.
6. Metode Analisis Data
Seluruh bahan hukum primer yang terkumpul diklasifikasikan
berdasarkan Rumusan Masalah, kemudian dilakukan analisa pada data
tersebut berdasarkan aturan serta teori hukum yang relevan untuk
ditemukan jawaban atas setigp rumusan masalah, dan hasil analisis
tersebut dipaparkan oleh penulis secara deskriptif.
7. Metode Penulisan
Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-
permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan
menggunakan Metode Deduktif yaitu Menggambarkan kaedah umum yang
ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian dianalisis dan

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab mengenai

uraian sistematika pokok-pokok pembahasannya adalah sebagal berikut :

BAB |

BAB II

BAB IlI

BAB IV

PENDAHULUAN

Daam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar
belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika
penulisan

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan Gambaran Umum |okas
penelitian, struktur kepemimpinan, vis dan mis serta tugas-
tugas pokok Kementrian Hukum dan HAM.

KERANGKA TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengundangan,
penyebarluasan dan sosialisasi sertatori-teori yang mendukung
penelitian ini seperti teori Efektifitas, Fictie Hukum dan teori-
teori hukum lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang ada
dadam rumusan masalah yaituApakah kendala yang
menjadikan hambatan dalam pelaksanaan tugas Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan HAM Riau dibidang

pelayanan hukum khususnya penyebarluasan peraturan



19

Perundang-undangan dan Bagaimana upaya Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan HAM Riau untuk mengatasi kendala
tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan hukum kepada

masyarakat secara optimal.

BABV PENUTUP
Bab ini berisi kessmpulan atas hasil pembahasan dari bab
kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu bab ini juga
berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk
perkembangan hukum di indonesia terutama dalam bidang
hukum tata Negara.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



